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Terabas Aturan BPOM, Anggota DPR 
Beri Contoh Tak Baik ke Masyarakat
Meski belum ada izin dari BPOM, salah 
satu pimpinan dan beberapa anggota 
DPR mengikuti kegiatan pengambilan 
sampel darah untuk Vaksin Nusantara. 

menerabas ketentuan BPOM 
isangat berbahaya. 

“DPR telah memberikan 
contoh yang kurang baik ke-
pada rakyat. Karena rakyat 
seolah-olah diajari untuk men-
erabas aturan. Dan ini sangat 
berbahaya,” ujarnya. 

Ujang mengingatkan para 
anggota dewan yang terhormat 
supaya memberi contoh kepada 
masyarakat, terutama soal vak-
sin Covid-19. Ia meminta, para 
wakil rakyat itu bertindak hati-
hati dan mengikuti aturan yang 
diputuskan BPOM dengan 
menunggu Persetujuan Pelaksa-
naan Uji Klinis (PPUK) untuk 
uji klinis tahap dua dan tiga.

Diberitakan sebelumnya, 
salah satu pimpinan DPR dan 
beberapa anggota DPR mengi-
kuti kegiatan pengambilan 
sampel darah untuk Vaksin 
Nusantara. Mereka bertindak 

JAKARTA (IM) - Penga-
mat politik dari Universitas Al 
Azhar Indonesia Ujang Koma-
rudin menilai, ada cara berpikir 
dan bertindak yang salah dari 
seorang pimpinan dan sejumlah 
anggota DPR yang pada Rabu 
(14/4) menjadi relawan Vaksin 
Nusantara di Rumah Sakit Pusat 
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot 
Subroto Jakarta. 

Ujang melihat pimpinan 
dan anggota DPR itu telah 
menerabas ketentuan dari 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) yang belum 

mengeluarkan izin uji klinis fase 
II untuk Vaksin Nusantara. 

“Menjadi relawan vaksin 
Nusantara sah-sah saja dan 
boleh-boleh saja. Namun, ke-
tika izin uji klinisnya belum 
ada kan ini yang jadi persoalan. 
Mestinya urus dulu uji klinisnya 
agar vaksinnya sesuai keten-
tuan. Baru jadi relawan vaksin,” 
kata Ujang, Kamis (15/4).

Anggota  DPR dinilai ber-
tindak tidak hati-hati dan mem-
berikan contoh yang kurang 
baik kepada rakyat. Tindakan 
sejumlah anggota DPR dengan 

dan menyebut dirinya sebagai 
relawan Vaksin Nusantara. 

KSAD DimintaTurun Tan-
gan

Sementara itu, Ketua Pre-
sidium Indonesia Police Watch, 
Neta S Pane, meminta Kepala 
Staf  TNI AD (KSAD) Jenderal 
Andika Perkasa, turun tangan  
agar polemik soal Vaksin Nus-
antara yang proses pembuatan-
nya di RSPAD Jakarta tidak 
berkepanjangan yang bisa mere-
sahkan masyarakat. “IPW meni-
lai sikap tegas KSAD diperlukan 
agar tidak muncul keresahan dan 
kegaduhan di masyarakat atas 
polemik Vaksin Nusantara,” ujar 
Neta S Pane dalam keterangan-
nya, Kamis (15/4).

Menurut Neta, dengan ad-
anya sikap tegas KSAD nasib 
Vaksin Nusantara makin jelas 
dan publik tidak ragu ragu lagi, 
meski ada pihak pihak yang 
meragukannya. “Sikap tegas 
KSAD ini diperlukan setelah 
adanya surat Kepala RSPAD Dr. 
A. Budi Sulistya yang ditujukan 
ke KSAD dengan tembusan 
Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, 
Kapuskesad, Waka RSPAD, dan 
Kadispenad,” kata Neta.

Vaksi Nusantara menjadi 
viral setelah sejumlah tokoh 
dan anggota DPR datang ke 
RSPAD untuk diberi vaksin 
temuan Terawan tersebut. Me-
lihat fenomena ini sejumlah 
kalangan, termasuk BPOM 

mengkritisinya. Tak pelak keg-
aduhan pun muncul.“Agar 
kegaduhan tidak berkembang 
menjadi keresahan masyarakat, 
DPR perlu bersikap, mengingat 
sejumlah anggotanya ikut hadir 
di RSPAD untuk mendapatkan 
Vaksin Nusantara. DPR mesti 
terbuka kepada rakyat, apa ses-
ungguhnya yang terjadi dengan 
para anggotanya setelah hadir 
di RSPAD,” ulasnya.

Sikap terbuka itu kata Neta 
perlu juga disampaikan KSAD 
mengingat RSPAD di bawah 
kendali KSAD dan adanya surat 
dari Kepala RSPAD.

“Info yang diperoleh IPW, 
Surat Kepala RSPAD yang di-
tujukan ke KSAD itu berisikan 
empat poin,”ujarnya.

Berikut 4 poin tersebut:
1. Sehubungan dengan info 

info di medsos berkaitan dengan 
pemberian Vaksin Nusantara di 
RSPAD Gatot Soebroto perlu 
kami laporkan bbrp hal sbb:

 a. Penelitian Fase ke-2 
tengah dalam proses penyiapan. 
Ethical clearance sedang dlm 
proses pembahasan di Komite 
Ethic RSPAD Gatot Soebroto.

 b. Mempedomani juk 
Bapak KSAD, Sebagai Ke-
pala RSPAD Gatot Soebroto 
kami sdh menekankan kepada 
Tim Peneliti untuk mengikuti 
tahapan penelitian serta strick 
pada kriteria inklusi & eksklusi 
penelitian demi validitas pene-
litian.  han

IDN/ANTARA 

SIDANG PERDANA
EDHY PRABOWO

Mantan Menteri Kelautan dan 
Perikanan (KKP) Edhy Prabowo 
usai menjalani sidang perdana 
kasus dugaan suap izin ekspor 
benih bening lobster atau benur 
yang digelar secara virtual dari 
Pengadilan Tipikor di Gedung 
Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 
(15/4). Sidang tersebut beragen-
dakan pembacaan dakwaan oleh 
Jaksa Penuntut Umum KPK.

JAKARTA (IM) - Prada 
Muhammad Ilham (MI) di-
tuntut 1,5 tahun penjara dan 
dipecat dari TNI terkait kasus 
penyerangan Markas Polsek 
(Mapolsek) Ciracas. Tuntutan 
itu dibacakan oditur militer di 
Pengadilan Militer Tinggi II 
Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, 
Kamis (15/4).

“Kami mohon agar majelis 
hakim menjatuhkan terdakwa 
dengan hukuman sebagai beri-
kut: a. Pidana penjara selama 1 
tahun dan 6 bulan, dikurangi 
selama terdakwa dalam masa 
tahanan sementara,” kata oditur 
militer dalam rekaman yang 
diterima  wartawan, Kamis 
(15/4).

Kemudian pada butir ‘b’, 
oditur militer menuntut Prada 
Ilham dipecat dari TNI Angka-
tan Darat. “Pidana tambahan 

dipecat dari dinas militer cq 
TNI Angkatan Darat,” ujar 
oditur militer. “Mohon agar 
terdakwa ditahan,” lanjut oditur 
militer dalam tuntutannya.

Hal ini sebagaimana diatur 
dan diancam tindak pidana 
dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 
1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana. Pangdam Jaya Mayjen 
TNI Dudung Abdurachman 
mengatakan, Prada Ilham 
diduga menyebarkan berita 
bohong atau hoaks tentang 
kecelakaan yang menimpanya 
melalui pesan elektronik. Prada 
Ilham diketahui berbohong 
terkait penyebab kecelakaan ke-
tika pernyataannya dicocokkan 
dengan keterangan sembilan 
saksi dari warga sipil.

Kabar bohong itu menjadi 
pemicu penyerangan Polsek Ci-

racas, pertokoan, hingga warga 
sipil oleh massa. 

Menurut Dudung, kro-
nologi yang sebenarnya ter-
jadi adalah MI mengalami 
kecelakaan tunggal saat meng-
endarai sepeda motor di sekitar 
Jalan Kelapa Dua Wetan, Cira-
cas, Jakarta Timur, tepatnya di 
dekat pertigaan lampu merah 
Arundina. 

“Sebetulnya yang bersang-
kutan itu menyampaikan ke-
pada pimpinannya, ditanya oleh 
pimpinannya, kamu sebetulnya 
seperti apa? (Ilham menjawab) 
saya kecelakaan tunggal,” kata 
Dudung, beberapa waktu lalu.

“Tetapi yang bersangkutan 
justru memberikan informasi 
kepada kawan-kawannya di grup 
maupun ada seniornya bahwa 
dia dikeroyok, nah itu yang tidak 
benar,” lanjutnya.  osm

Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara 
Terkait Penyerangan Mapolsek Ciracas

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi III dari Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Achmad Dimyati 
Natakusumah mengatakan, 
fraksinya mendukung pem-
bahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Perampasan 
Aset Tindak Pidana. Sebab 
itu, PKS mendorong agar 
pemerintah mengusulkan 
RUU tersebut masuk dalam 
daftar Program Legislasi Na-
sional (Prolegnas) Prioritas 
2021. 

“Saya berharap memang 
RUU ini segera menjadi pri-
oritas, tetapi itu tergantung 
pemerintah yang diwakili Men-
kumham, kan di situ Menkum-
ham sebagai leading sector-nya 
untuk pembahasan prolegnas 
dan prolegnas prioritas,” kata 
Dimyati, Kamis (15/4).

Menurut Dimyati, pemer-
intah sudah semestinya men-
dorong RUU tersebut ke 
DPR karena pembahasan 
di tingkat pemerintah sudah 
lama selesai. Selain itu, ia juga 
menilai RUU tersebut urgen 
untuk segera disahkan agar 
ada payung hukum untuk 
mengambil alih seluruh hasil 
tindak pidana. 

“Negara ini kan kerugian 
keuangan negara sangat be-
sar, utang juga sangat besar, 
ini yang sebetulnya bisa di-
lakukan oleh pemerintah,” 
katanya.

Apabila RUU Perampas-
an Aset tak kunjung disahkan, 
Dimyati khawatir pelaku ke-
jahatan dapat terus menyem-
bunyikan dan menyamarkan 

hasil kejahatan. 
“Ini kan banyak kasus-

kasus yang seperti itu, apalagi 
uangnya dibawa kabur ke luar 
negeri, dia maling di sini, ram-
pok di sini, uangnya dibawa 
keluar,” kata Dimyati. 

Sebelumnya, Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Trans-
aksi Keuangan (PPATK) Dian 
Ediana Rae menyinggung 
janji Presiden Joko Widodo 
dalam Nawacita lantaran RUU 
Perampasan Aset tidak masuk 
dalam Prolegnas Prioritas 
2021. “Dapat kami sampaikan 
kembali. Kedua RUU ini telah 
menjadi janji Bapak Presiden 
pada Nawacita 2014-2019 
dan kemudian Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah 
Nasional 2020-2024,” ujar 
Dian rapat dengar pendapat 
(RDP) dengan Komisi III, 
Rabu (24/3).

 Desakan terkait penge-
sahan RUU Perampasan Aset 
pernah dilontarkan oleh In-
donesia Corruption Watch 
(ICW). RUU tersebut dibu-
tuhkan untuk merampas aset 
hasil kejahatan korupsi tanpa 
bergantung pada kehadiran 
para pelaku. 

“RUU ini kami yakini 
menjadi paket penting untuk 
dapat merampas aset hasil 
kejahatan korupsi. Di masa 
yang akan datang, jika RUU 
ini sudah disahkan, penegak 
hukum tidak lagi bergantung 
dengan kehadiran para pelaku 
korupsi di Indonesia,” kata 
Peneliti ICW Kurnia Rama-
dhana Kurnia, Rabu 15 Juli 
2020.  han

PKS Dorong Pemerintah Jadikan 
RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

JAKARTA (IM) - Tim 
penyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) men-
dalami   proses pengajuan 
Bantuan Provinsi (Banprov) 
pada Kabupaten Indramayu. 
Penyidik KPK menggali in-
formasi saat memeriksa  tiga 
orang anggota DPRD Jawa 
Barat.

Ketiga anggota dewan 
itu adalah Cucu Sugyati, Al 
Maida Rosa Putra dan M. 
Hasbullah Rahmad. Ketig-
anya diperiksa sebagai saksi 
kasus dugaan suap terkait 
pengaturan proyek di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
Indramayu tahun 2019.

“Para saksi tersebut di-
dalami pengetahuannya antara 
lain terkait dengan tahapan 
dan proses pengajuan serta 
usulan proposal program ke-
giatan proyek untuk Bantuan 
Provinsi pada Kabupaten 
Indramayu,” ujar Pelaksana 
tugas (Plt) juru bicara KPK 
Ali Fikri dalam keterangan-
nya, Kamis (15/4).

Selain itu, ketiganya juga 
ditelisik mengenai aliran dana 
ke beberapa pihak terkait 
Bantuan Provinsi pada Kabu-
paten Indramayu itu.

“Dugaan aliran sejumlah 
dana kepada pihak-pihak ter-
tentu atas disetujuinya usulan 
Bantuan Provinsi tersebut,” 
jelasnya.

Sebagai informasi, pada 

Selasa (13/4) lalu, penyidik 
KPK telah memeriksa tiga 
saksi yakni, Akhmad Deni 
Sumirat (Staff  Sekretariat 
Dewan Provinsi Jawa Barat), 
R. Bela Bakti Negara (Kepala 
Sub Bidang Perencanaan 
dan Pendanaan BAPPEDA 
Provinsi Jawa Barat), dan 
Ferry Mulyadi (PNS/Staf  
Bidang Jalan Dinas Peker-
jaan Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) Kabupaten 
Indramayu).

Dari ketika saksi ini pe-
nyidik KPK juga mengali 
informasi soal tahapan dan 
proses pengajuan serta usu-
lan proposal program keg-
iatan proyek untuk Bantuan 
Provinsi pada Kabupaten In-
dramayu.

Diketahui, KPK telah 
menetapkan tersangka baru 
atas kasus dugaan suap ter-
kait bantuan keuangan dari 
Provinsi Jawa Barat kepada 
Pemerintah Kabupaten In-
dramayu tahun anggaran 2017 
sampai 2019. Hal itu sejalan 
dengan adanya penyidikan 
baru dalam kasus ini.

“Saat ini KPK sedang 
melakukan kegiatan pengem-
bangan penyidikan dugaan 
penerimaan hadiah atau janji 
terkait bantuan keuangan 
dari Provinsi Jawa Barat ke-
pada Pemerintah Kabupaten 
Indramayu Tahun Anggaran 
2017-2019,” kata Ali.  han

KPK Mendalami Proses Pengajuan 
Banprov pada Kabupaten Indramayu

NPH Building
Jl. Kebon Bawang I No. 45, Tanjung Priok

Jakarta - 14320, Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

31 Des 2020 31 Des 2019ASET

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 214.265.895 168.103.818 
Deposito Berjangka 3.715.257 11.696.306 
Piutang Usaha

Pihak Ketiga 132.292.996 94.077.744 
Aset Keuangan Lancar Lainnya

Pihak Berelasi -- 3.558.991 
Pihak Ketiga 37.130.971 8.317.394 

Persediaan 239.115.922 447.573.208 
Pajak Dibayar di Muka 70.491.883 146.449.559 
Biaya Dibayar di Muka 6.408.199 5.553.290 
Uang Muka 2.690.685 12.815.222 
Total Aset Lancar 706.111.808 898.145.532 

ASET TIDAK LANCAR
Aset Pajak Tangguhan 21.007.145 298.594 
Investasi pada Entitas Asosiasi -- 4.491.401 
Goodwill 29.127.982 29.127.982 
Aset Tetap - Setelah Dikurangi

Akumulasi Penyusutan 1.302.669.302 1.084.818.213 
Aset Takberwujud - Setelah

Dikurangi Amortisasi 141.853.216 159.776.391 
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Pihak Berelasi 582.367 573.945 
Pihak Ketiga 10.738.081 21.397.958 

Aset Lain-lain 22.934.801 25.042.544 
Total Aset Tidak Lancar 1.528.912.894 1.325.527.028 

TOTAL ASET 2.235.024.702 2.223.672.560 

31 Des 2020 31 Des 2019

PENDAPATAN 1.292.828.966 1.433.849.787

BEBAN LANGSUNG (1.129.920.515) (1.204.452.019)

LABA BRUTO 162.908.451 229.397.768

Penghasilan Lainnya 34.832.197 38.080.936
Beban Operasional (129.669.838) (142.911.350)
Beban Lainnya (36.893.490) (28.704.591)
LABA USAHA 31.177.320 95.862.763

Beban Keuangan (71.504.964) (60.710.849)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (40.327.644) 35.151.914

BEBAN PAJAK PENGHASILAN (30.417.726) (44.698.642)

RUGI TAHUN BERJALAN (70.745.370) (9.546.728)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti (3.821.997) (2.816.562)
(29.039.934) 109.070.680

Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang
9.965.395 (26.563.537)

(22.896.536) 79.690.581

Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan 3.590.697 (1.896.980)

Total Penghasilan Komprehensif Lain
Tahun Berjalan setelah Pajak (19.305.839) 77.793.601

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN (90.051.209) 68.246.873

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk (59.331.259) 13.191.662
Kepentingan Nonpengendali (11.414.111) (22.738.390)

TOTAL RUGI TAHUN BERJALAN (70.745.370) (9.546.728)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:

  Pemilik Entitas Induk (78.199.643) 89.430.119
  Kepentingan Nonpengendali (11.851.566) (21.183.246)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN (90.051.209) 68.246.873

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR -
Dalam Rupiah Penuh (21,08) 4,69

31 Des 2020 31 Des 2019LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Bank Jangka Pendek -- 84.532.498 
Utang Usaha

Pihak Ketiga 51.942.435 108.814.030 
Utang Pajak 12.366.456 17.507.477 
Beban Akrual 54.306.944 66.382.578 
Liabilitas Keuangan Jangka

Pendek Lainnya
  Pihak Ketiga 285.969.208 208.655.004

Uang Muka Penjualan -- 27.891.144 
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:

Utang Sewa Pembiayaan 53.557.261 294.405 
Utang Bank dan Lembaga

Keuangan Lainnya 167.522.197 114.196.973 
Total Liabilitas Jangka Pendek 625.664.501 628.274.109 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Pajak Tangguhan 5.032.690 8.097.319 
Utang Sewa Pembiayaan 378.103.185 --
Utang Bank dan Lembaga
    Keuangan Lainnya 290.958.931 447.426.853 
Liabilitas Keuangan Jangka

Panjang Lainnya
  Pihak Ketiga -- 84.838.946 

Liabilitas Imbalan Kerja 42.254.383 31.774.208 
Total Liabilitas Jangka Panjang 716.349.189 572.137.326 
TOTAL LIABILITAS 1.342.013.690 1.200.411.435 

EKUITAS
Ekuitas yang dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk
Modal Saham - Nilai Nominal per Saham

Modal Dasar - 8.000.000.000 Saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -

2.813.941.985 Saham 281.394.199 281.394.199 
Tambahan Modal Disetor 243.798.490 243.798.490 
Saldo Laba 313.224.993 408.567.314 
Selisih Transaksi dengan Pihak

Nonpengendali 26.281.566 26.281.566 
Penghasilan Komprehensif Lain 73.502.853 93.655.124 
Sub Total 938.202.101 1.053.696.693 
Kepentingan Nonpengendali (45.191.089) (30.435.568)
TOTAL EKUITAS 893.011.012 1.023.261.125 
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.235.024.702 2.223.672.560 

31 Des 2020 31 Des 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari Pelanggan 1.197.035.922 1.506.770.384
Pengembalian Pajak Penghasilan 22.464.304 198.400 
Pembayaran Pajak Penghasilan (45.999.368) (77.207.605)
Pembayaran kepada Karyawan (181.008.801) (189.979.304)
Pembayaran Bunga (68.944.073) (70.984.886)
Pembayaran kepada Pihak Ketiga (602.435.834) (1.145.032.786)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 321.112.150 23.764.203

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan Aset Tetap 18.143.902 10.959.583
Pembelian Aset Tetap (13.465.855) (117.482.360)
Pembelian Aset Takberwujud (2.584) (6.691)
Pencairan Deposito Berjangka 9.908.435 3.075.184 
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas 

Investasi 14.583.898 (103.454.284)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran Utang Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya (240.529.833) (357.611.758)
Penerimaan Utang Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya 42.933.793 268.025.207
Penerimaan Pinjaman dari Pihak Ketiga -- 245.195.448
Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Ketiga (8.878.363) (134.062.970)
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan (84.368.502) (400.495)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas 

Pendanaan (290.842.905) 21.145.432

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA 
KAS 44.853.143 (58.544.649)

PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA KAS DAN 
SETARA KAS 1.308.934 (3.988.794)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 168.103.818 230.637.261

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 214.265.895 168.103.818

Catatan: 
-  Informasi Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang 

Jakarta, 16 April 2021
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk

S.E.&O

Direksi

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
PT SANGIHE PRIMA MINERAL (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham-saham 
dalam Perseroan yang akan dilakukan oleh suatu pribadi hukum warga negara Indonesia.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau kreditur Perseroan yang berkeberatan 
atas rencana pengambilalihan ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini pada 
alamat:

PT SANGIHE PRIMA MINERAL
Jalan Gudang Peluru Utara II, Blok D, No. 121, Tebet, Jakarta Selatan 12830 

Up: Direktur
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 April 2021
PT SANGIHE PRIMA MINERAL

Direksi
Ahmad Yani


